
 
 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 
 

NOMOR      21      TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 

INSPEKTORAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara yang telah ditindaklanjuti dengan 
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 53        

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara, maka perlu menyusun Uraian Tugas 

Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
Sulawesi Tenggara tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural 

dan Non Struktural Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 47 prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I 
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

SALINAN 
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kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13); 

6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor  53   Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara. 

 
 MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS 

JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 
INSPEKTORAT  DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA. 

  
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara; 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tenggara; 
3. Gubernur adalah Gubenur Sulawesi Tenggara; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara; 
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara; 
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara; 

7. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah 
jabatan struktural di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi 
Sulawesi Tenggara; 

8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seseorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi negara; 

9. Jabatan Non Struktural adalah unsur pembantu pada eselon  

terendah; 
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan 
keterampilan tertentu pada lingkungan Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

 TUGAS DAN FUNGSI 

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan Organisasi 
 

Pasal 2 

Kedudukan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana 
telah diatur dalam Pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Gubernur 

Sulawesi Tenggara Nomor 53  Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah adalah sebagaimana 
telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tenggara Nomor 53  Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

(2) Peta Jabatan Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. 

 
BAB III 

URAIAN TUGAS JABATAN  

PADA INSPEKTORAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

 
Bagian Kesatu 

Uraian Tugas Jabatan 
Inspektur 

 

Pasal 4 
(1) Tugas Inspektur adalah memimpin, mengkoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan serta membina 
hubungan kejasama dengan instansi pemerintah, swasta dan 
lembaga masyarakat. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Inspektur mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. melaksanakan perumusan kebijakan pemerintah provinsi 
berdasarkan program kerja Inspektorat Daerah untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
b. melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait 

ditingkat pusat dibidang pengawasan untuk terarahnya 

pelaksanaan tugas; 
c. membagi tugas dan memberi petunjuk atau arahan 

kepada Sekretaris dan para Inspektur Pembantu dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing agar 
tidak terjadi tumpang tindih di dalam melaksanakan 
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tugas; 

d. menyelenggarakan rapat secara berkala untuk 
mengetahui hambatan pelaksanaan tugas dan untuk 
mendapatkan masukan dalam rangka pemecahan 

masalah; 
e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang 

pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis untuk 

singkronisasi pelaksanaan tugas; 
f. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan para 

Inspektur Pembantu dengan mempelajari dan menelaah 
permasalahan dan hasil pekerjaannya  agar dapat 
diketahui tingkat penyelesaian dan penetapan langkah 

kebijakan atasan; 
g. melaksanakan pengawasan terhadap perumusan 

perencanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan 
prosedur yang berlaku untuk mengetahui kendala yang 

dihadapi; 
h. melaksanakan pembinaan dan pengujian serta penilaian 

terhadap kebenaran laporan secara berkala atau  

sewaktu-waktu dari setiap tugas Organisasi Perangkat 
Daerah agar tugas terlaksana dengan baik; 

i. membina hubungan kejasama dengan instansi 
pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat untuk 
memudahkan dalam pencapaian sasaran; 

j. memantau pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan 
kemasyarakatan sesuai petunjuk teknis untuk kelancaran 
pelaksanaan pembangunan daerah; 

k. melakukan arahan dan pengusutan mengenai kebenaran 
laporan atau pengaduan tentang hambatan, 

penyimpangan dan penyalahgunaan tugas perangkat 
daerah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan; 
l. melakukan sosialisasi pengawasan disemua objek 

pemeriksaan yang meliputi pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyaratan sesuai prosedur yang berlaku untuk 
tertibnya pelaksanaan pembangunan daerah; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur 
baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban tugas. 

(3) Inspektur membawahi : 
a. Sekretariat; 

b. Inspektur Pembantu I; 
c. Inspektur Pembantu II; 
d. Inspektur Pembantu III; 

e. Inspektur Pembantu Khusus. 
 

Bagian Kedua 
Uraian Tugas Jabatan 

Sekretariat 

 
Pasal 5 

(1) Tugas Sekretariat adalah melaksanakan penyiapan bahan 

koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan 
administrasi dan fungsional kepada semua unsur di 
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lingkungan Inspektorat Daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Sekretariat mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun 
sebelumnya dan petunjuk atasan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para 
Kepala Sub Bagian dengan mendisposisi sesuai dengan 

bidang tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam 
pelaksanaan tugas; 

c. menilai pelaksanaan tugas para Kepala Sub Bagian sesuai 

dengan tugas yang diberikan agar diketahui  kendala 
maupun hambatan dalam pelaksanaannya dan 
menyarankan upaya pemecahannya; 

d. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengawasan 
sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
e. memberikan pelayanan administrasi dan fungsional serta 

mengontrol administrasi surat-surat melalui buku 

agenda, arsip dan buku ekspedisi agar pendistribusian 
dan pengarsipan surat terlaksana secara sistimatis dan 

teratur; 
f. memeriksa hasil inventarisasi dan evaluasi pengadaan 

kebutuhan barang sesuai dengan data yang tersedia 

untuk mendapatkan kebenaran data; 
g. mengarahkan surat-surat pada unit pengelola di 

lingkungan Inspektorat Daerah sesuai arahan pimpinan 

untuk dikelola dan tindak lanjut pelaksanaannya; 
h. membina dan mengendalikan administrasi keuangan dan 

administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah sesuai 
dengan prosedur yang berlaku untuk tertibnya 
administrasi; 

i. membina serta mengendalikan administrasi pengelolaan 
barang/asset pemerintah provinsi yang ada pada 

Inspektorat Daerah sesuai dengan petunjuk teknis agar 
pengelolaan dapat berjalan dengan baik; 

j. mengontrol keperluan rumah tangga Inspektorat Daerah 

secara rutin agar terpenuhi kebutuhan Sekretariat dan 
masing-masing Inspektur Pembantu; 

k. memeriksa konsep surat, nota dinas, usul kenaikan 

pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun/mutasi serta izin 
cuti pegawai sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas;  
l. mengkoordinir penyusunan dan rencana kegiatan 

operasional Sekretariat dan masing-masing Inspektur 

Pembantu lingkup Inspektorat Daerah sesuai dengan 
petunjuk teknis untuk memudahkan dalam pelaksanaan 

tugas; 
m. memberi penilaian terhadap Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 

kepada bawahan setiap tahun berdasarkan hasil 

pelaksanaan tugas yang diberikan untuk bahan kegiatan 
selanjutnya;   

n. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 
terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 
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proses kelancaran tugas; 

o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 
maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

(3) Sekretariat membawahi : 

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan; 
b. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 

c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan. 
 

Uraian Tugas Jabatan 

Kepala Sub Bagian Perencanaan 
 

Pasal 6 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah menyiapkan 
bahan koordinasi program pengawasan, melaksanakan 

pembinaan penyelenggaraan pengawasan kabupaten/kota, 
menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar di bidang 
pengawasan, melaksanakan koordinasi dan konsultasi di 

bidang pengawasan serta melaksanakan koordinasi 
penyusunan perencanaan.  

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan data 
tahun sebelumnya dan petunjuk atasan untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas dan petunjuk kepada bawahan dengan 
mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing-masing agar 

tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan 

menjelaskan sesuai permasalahan dan pemecahannya 

agar setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan 
dengan baik; 

d. memantau dan mengarahkan sesuai dengan tugas yang 
diberikan kepada bawahan agar dapat diketahui tingkat 
pelaksanaan dan penyelesaiannya; 

e. mengonsep surat dan naskah dinas Sub Bagian 
Perencanaan lingkup Inspektorat Daerah sesuai disposisi 
dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan 

tugas; 
f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman standar di 

bidang pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis untuk 
memudahkan dalam pelaksanaan tugas;  

g. menganalisis dan menyajikan data secara rinci sesuai 

dengan kebutuhan program kegiatan di lingkungan 
Inspektorat Daerah agar menghasilkan data yang akurat; 

h. melaksanakan penyusunan usul rencana 
program/kegiatan dan anggaran Inspektorat Daerah 
sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

i. menyiapkan bahan/data penyusunan rencana sektoral 
dan lintas sektoral sesuai petunjuk teknis agar 
pengelolaan administrasi berjalan sesuai rencana; 

j. melaksanakan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran 
(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
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Inspektorat Daerah sesuai bahan dan data program 

Sekretariat dan masing-masing Inspektur Pembantu 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

k. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan 

dengan pihak terkait untuk menghindari kesalahan dalam 
penyusunannya; 

l. menyiapkan bahan koordinasi program pengawasan 

sesuai petunjuk teknis untuk memudahkan pelaksanaan 
tugas; 

m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi di bidang 
pengawasan dengan internal Sekretariat dan masing-
masing Inspektur Pembantu lingkup Inspektorat Daerah 

dalam rangka singkronisasi pelaksanaan tugas; 
n. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengawasan 

kabupaten/kota sesuai dengan data yang ada agar 

sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan; 
o. mengatur pelaksanaan penyusunan program sesuai 

arahan pimpinan agar sesuai dengan kegiatan yang 
dilaksanakan pada lingkup Inspektorat Daerah; 

p. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 
terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 

proses kelancaran tugas; 
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 

maupunsecara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas; 
r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

(3) Kepala Sub Bagian Perencanaan membawahi : 
a. Penyusun Rencana Strategis; 

b. Penyusun Rencana Kerja; 
c. Penyusun Rencana Kegiatan Anggaran; 
d. Penyusun Rencana Anggaran Kas; 

e. Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); 
f. Pengumpul dan Pengolah Data; 

g. Operator komputer. 
 

Penyusun Rencana Strategis 

 
Pasal 7 

Penyusun Rencana Strategis mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data/bahan pendukung penyusunan 

Renstra internal Sekretariat dan  Inspektur Pembantu sesuai 
petunjuk teknis sebagai pendukung dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. melaksanakan penyusunan Renstra sesuai petunjuk 
pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

agar sesuai dengan perencanaan; 
c. memaparkan hasil penyusunan Renstra melalui rapat untuk 

menghindari kesalahan dalam pelaksanaannya; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik tertulis maupun lisan.  
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Penyusun Rencana Kerja  
 

Pasal 8 

Penyusun Rencana Kerja mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data/bahan pendukung penyusunan 

rencana kerja internal Sekretariat dan Inspektur Pembantu 
sesuai petunjuk teknis sebagai pendukung dalam 

pelaksanaan tugas; 
b. melakukan analisa dan penyusunan rencana kerja 

berdasarkan data/bahan yang telah dikumpulkan agar 

sesuai dengan perencanaan; 
c. memaparkan hasil penyusunan rencana kerja Inspektorat 

Daerah melalui rapat untuk menghindari kesalahan dalam 

penyusunannya agar sesuai perencanaan dan tidak saling 
tumpang tindih; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik tertulis maupun lisan.  

 
Penyusun Rencana Kerja Anggaran  

 

Pasal 9 
Penyusun Rencana Kerja Anggaran mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. mengumpulkan data/bahan pendukung penyusunan RKA 
internal Sekretariat dan Inspektur Pembantu sesuai 

petunjuk teknis sebagai pendukung dalam pelaksanaan 
tugas; 

b. melakukan analisa dan penyusunan daftar pengalokasian 

anggaran berdasarkan data/bahan yang telah dikumpulkan 
agar sesuai dengan perencanaan; 

c. memaparkan hasil penyusunan RKA melalui rapat untuk 
menghindari kesalahan dalam penyusunannya agar sesuai 
dengan perencanaan dan menghindari tumpang tindih 

program dan kegiatan; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan.  
 

Penyusun Rencana Anggaran Kas 

 
Pasal 10 

Penyusun Rencana Anggaran Kas mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data/bahan pendukung penyusunan RAK  

internal Sekretariat dan Inspektur Pembantu sesuai 
petunjuk teknis sebagai pendukung dalam pelaksanaan 
tugas agar sesuai dengan perencanaan; 

b. melakukan analisa dan penyusunan daftar pengalokasian 
anggaran dalam RAK sesuai data/bahan yang telah 
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dikumpulkan agar sesuai dengan perencanaan; 

c. memaparkan hasil penyusunan rencana anggaran kas  
melalui rapat untuk menghindari kesalahan dalam 
penyusunannya agar sesuai dengan alur perencanaan dan 

tidak saling tumpang tindih; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan.  
 

Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

 
Pasal 11 

Penyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data/bahan pendukung penyusunan 

program kerja pengawasan tahunan internal Sekretariat dan 
Inspektur Pembantu sesuai petunjuk teknis sebagai 
pendukung dalam pelaksanaan tugas; 

b. melakukan analisa dan penyusunan daftar pengalokasian 
anggaran program kerja pengawasan tahunan berdasarkan 

data/bahan yang telah dikumpulkan agar sesuai dengan 
perencanaan; 

c. memaparkan hasil penyusunan program kerja pengawasan 

tahunan melalui rapat untuk menghindari kesalahan dalam 
penyusunannya agar sesuai perencanaan dan tidak saling 
tumpang tindih; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan.  

 
Pengumpul dan Pengolah Data  

 
Pasal 12 

Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut : 
a. memeriksa data sesuai dengan prosedur dan bahan dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan 

jenis dan berkasnya; 
b. mengumpul dan mengolah data sesuai dengan petunjuk 

teknis dan prosedur yang berlaku untuk menghasilkan 
informasi yang akurat; 

c. menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai 

bahan untuk proses lebih lanjut; 
d. mencatat perkembangan dan permasalahan data secara 

periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk mengetahui langkah pemecahannya;  

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun  secara  tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 



- 10 - 

 
 

Operator Komputer 
 

Pasal 13 

Operator komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 
a. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 
b. mengetik konsep surat, memo dinas, proposal, slide, tabulasi 

(kolom) sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk 
memperoleh hasil yang dikehendaki; 

c. memperbaiki hasil pengetikan yang salah dengan cara 

melakukan pembetulan pengetikan guna memperoleh hasil 
ketikan yang baik dan benar; 

d. mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
e. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;  
h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Uraian Tugas Jabatan 

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  

 
Pasal 14 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan adalah 
memantau tindaklanjut hasil pengawasan, memutahirkan 
data hasil audit aparat pengawasan internal dan eksternal, 

pelaksanaan evaluasi atas program dan kegiatan internal 
serta penyiapan bahan penyusunan laporan hasil 

pengawasan secara berkala; 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan  

mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun 

sebelumnya dan petunjuk atasan untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 

dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan 

menjelaskan sesuai permasalahan dan pemecahannya 
agar tugas yang diberikan terselesaikan dengan baik; 

d. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas 
bawahan yang diberikan agar dapat diketahui tingkat 
pelaksanaan dan penyelesaiannya; 

e. mengonsep surat dan naskah dinas Sub Bagian Evaluasi 
dan Pelaporan lingkup Inspektorat Daerah sesuai 
disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya 

penyelesaian tugas; 
f. melaksanakan pengumpulan data hasil kerja 
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pemeriksaan dan audit Inspektorat Daerah pada OPD 

lingkup pemerintah provinsi dengan mencatat secara 
sistimatis untuk memudahkan dalam pengolahan data; 

g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan 

hasil pengawasan secara berkala untuk memudahkan 
dalam penyusunan laporan; 

h. melaksanakan pengelolaan data hasil pemeriksaan dan 

audit Inspektorat Daerah pada OPD lingkup pemerintah 
provinsi sesuai dengan data yang telah dikumpulkan 

untuk tertibnya pengelolaan data; 
i. melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan 

dan audit Inspektorat Daerah pada OPD lingkup 

pemerintah provinsi sesuai petunjuk teknis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

j. melaksanakan koordinasi hasil pemeriksaan dan audit 

Inspektorat Daerah pada OPD lingkup pemerintah 
provinsi terhadap instansi terkait untuk menghindari 

kesalahan dalam pelaksanaan tugas; 
k. melaksanakan analisis data laporan hasil pemeriksaan 

dan audit Inspektorat Daerah pada OPD lingkup 

pemerintah provinsi secara berkala untuk mendapatkan 
laporan hasil pengawasan yang akurat; 

l. melaksanakan pemutakhiran data laporan hasil 
pemeriksaan dan audit aparat pengawasan internal dan 
ekternal Inspektorat Daerah pada OPD lingkup 

pemerintah provinsi secara berkala untuk memperoleh 
data yang valid; 

m. melaksanakan pengelolaan penyajian data laporan hasil 

pemeriksaan dan audit Inspektorat Daerah pada OPD 
lingkup pemerintah provinsi secara rutin untuk penyajian 

data yang lebih baik; 
n. melaksanakan evaluasi hasil pemeriksaan dan audit 

Inspektorat Daerah pada OPD lingkup pemerintah 

provinsi secara berkala untuk kelancaran tugas-tugas; 
o. melaksanakan pemantauan tindaklanjut hasil 

pengawasan pada OPD lingkup pemerintah provinsi 
sesuai petunjuk teknis agar sasaran yang dicapai sesuai 
dengan yang diharapkan; 

p. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 
tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 
terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 

proses kelancaran tugas; 
q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 

maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
(3) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan membawahi : 

a. Pengolah Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan 
Itjen Teknis; 

b. Pengolah Data Hasil Pemeriksaan BPK; 

c. Pengolah Data Hasil Pemeriksaan BPKP; 
d. Pengolah Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat; 
e. Pengolah Data Hasil Pengaduan Masyarakat; 

f. Penyusun Pelaporan Kinerja; 
g. Pengumpul dan Pengolah Data; 
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h. Operator Komputer. 

Pengolah Data Hasil Pemeriksaan Itjen Kemendagri dan 
Itjen Teknis  

 

Pasal 15 
Pengolah Data Hasil Pemeriksaan  Itjen Kemendagri dan Itjen 
Teknis mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. melaksanakan pengolahan data laporan hasil pengawasan 
dan pemeriksaan Itjen Kemendagri dan Itjen Teknis sesuai 

petunjuk teknis yang berlaku untuk pengolahan data lebih 
baik; 

b. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan 

Itjen Kemendagri dan Itjen Teknis sesuai petunjuk teknis 
yang berlaku agar mengetahui kekurangan dan tindaklanjut 
hasil pengawasan; 

c. mengkompilasi hasil pengawasan berdasarkan hasil temuan, 
saran, penyebab, akibat dan tindak lanjut agar memudahkan 

pengawasan; 
d. melaksanakan penelitian laporan hasil pengawasan 

berdasarkan data hasil pengawasan untuk mendapatkan 

data yang akurat agar dapat digunakan sebagai bahan lebih 
lanjut;  

e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan. 
 

Pengolah Data Hasil Pemeriksaan BPK 

 
Pasal 16 

Pengolah Data Hasil Pemeriksaan BPK mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengolahan data laporan hasil pengawasan 

dan pemeriksaan BPK sesuai petunjuk teknis yang berlaku 
untuk pengolahan data lebih baik; 

b. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksa 
BPK sesuai petunjuk teknis dan perundang-undagan yang 
berlaku agar mengetahui kekurangan dan tindaklanjut hasil 

pengawasan;  
c. mengkompilasi hasil pemeriksaan BPK berdasarkan hasil 

temuan, saran, penyebab, akibat dan tindak lanjut agar 

memudahkan pengawasan; 
d. melaksanakan penelitian laporan hasil pemeriksaan BPK 

berdasarkan data hasil pemeriksaan untuk mendapatkan 
data yang akurat agar dapat digunakan sebagai bahan lebih 
lanjut;  

e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

 

Pengolah Data Hasil Pemeriksaan BPKP 
 

Pasal 17 

Pengolah Data Hasil Pemeriksaan  BPKP mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 
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a. melaksanakan pengolahan data laporan hasil pengawasan 

dan pemeriksaan BPKP sesuai petunjuk teknis yang berlaku 
untuk pengolahan data lebih baik; 

b. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan 

BPKP sesuai petunjuk teknis yang berlaku agar mengetahui 
kekurangan dan tindaklanjut hasil pengawasan; 

c. mengkompilasi hasil pengawasan BPKP berdasarkan hasil 

temuan, saran, penyebab, akibat dan tindak lanjut agar 
memudahkan pengawasan; 

d. melaksanakan penelitian laporan hasil pengawasan BPKP 
dan pemeriksaan berdasarkan data hasil pengawasan untuk 
mendapatkan data yang akurat;  

e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan. 
 

Pengolah Data Hasil Pemeriksaan Inspektorat 
 

Pasal 18 

Pengolah Data Hasil Pemeriksaan  Inspektorat mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. melaksanakan pengolahan data laporan hasil pengawasan 
dan pemeriksaan Inspektorat sesuai petunjuk teknis yang 
berlaku untuk pengolahan data lebih baik; 

b. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan 
Inspektorat sesuai petunjuk teknis yang berlaku agar 
mengetahui kekurangan dan tindaklanjut hasil pengawasan; 

c. mengkompilasi hasil pengawasan Inspektorat, berdasarkan 
kode temuan, saran, penyebab, akibat dan tindak lanjut agar 

memudahkan pengawasan; 
d. melaksanakan penelitian laporan hasil pemeriksaan 

berdasarkan data hasil pengawasan untuk mendapatkan 

data yang akurat;  
e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

 
Pengolah Data Hasil Pengaduan Masyarakat 

 

Pasal 19 
Pengolah Data Hasil Pengaduan Masyarakat mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengolahan data laporan hasil pengawasan 

dan pemeriksaan pengaduan masyarakat  sesuai petunjuk 

teknis yang berlaku untuk pengolahan data lebih baik; 
b. melaksanakan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan 

pengaduan masyarakat sesuai petunjuk teknis yang berlaku 
untuk tertibnya pelaksanaan tugas; 

c. mengkompilasi hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat 

berdasarkan kode temuan, saran, penyebab, akibat dan 
tindak lanjut agar memudahkan pengawasan; 

d. melaksanakan penelitian laporan hasil pengawasan 

berdasarkan hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat 
untuk mendapatkan data yang akurat;  
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e. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

 
Penyusun Pelaporan Kinerja 

 

Pasal 20 
Penyusun Pelaporan Kinerja mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data/bahan pendukung penyusunan 

pelaporan kinerja internal Sekretariat dan Inspektur 

Pembantu sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas agar 
laporan tersusun dengan baik; 

b. melakukan analisa dan penyusunan daftar pengalokasian 

anggaran pelaporan kinerja berdasarkan data/bahan yang 
telah dikumpulkan untuk hasil laporan yang terukur; 

c. memaparkan hasil penyusunan pelaporan kinerja melalui 
rapat untuk menghindari kesalahan dalam penyusunannya; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik tertulis maupun lisan. 

 

Pengumpul dan Pengolah Data  
 

Pasal 21 

Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. memeriksa data sesuai dengan prosedur dan bahan dan 
ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan 
jenis dan berkasnya; 

b. mengumpul dan mengolah data sesuai dengan prosedur 
yang berlaku untuk menghasilkan informasi yang akurat; 

c. menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai 
bahan untuk proses lebih lanjut; 

d. mencatat perkembangan dan permasalahan data secara 

periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
untuk mengetahui langkah pemecahannya;  

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun  secara  tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Operator Komputer 
 

Pasal 22 
Operator komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai 
prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 

b. mengetik konsep surat, memo dinas, proposal, slide, tabulasi 

(kolom) sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk 
memperoleh hasil yang dikehendaki; 
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c. memperbaiki hasil pengetikan yang salah dengan cara 

melakukan pembetulan pengetikan guna memperoleh hasil 
ketikan yang baik dan benar; 

d. mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
e. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Uraian Tugas Jabatan  
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

 
Pasal 23 

(1) Tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan 

Keuangan adalah melaksanakan administrasi perkantoran, 
penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan 

kepegawaian, penatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan 
aparatur, urusan keuangan dan aset, melaksanakan 
koordinasi perencanaan, pengelolaan dan pelaporan 

keuangan dan aset, melaksanakan koordinasi pelaporan 
laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan laporan 
harta kekayaan Aparatur Sipil Negara, menyiapkan 

penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang 
pengawasan serta menyiapkan evaluasi peningkatan level 

internal audit capability model. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan 

Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kerja berdasarkan data tahun 

sebelumnya dan petunjuk atasan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan 

dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya agar tidak 
terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya; 

c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dengan 

menjelaskan sesuai permasalahan dan pemecahannya 
agar setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan 

dengan baik; 
d. memantau dan mengarahkan pelaksanaan tugas 

bawahan yang diberikan agar dapat diketahui tingkat 

pelaksanaan dan penyelesaiannya; 
e. mengonsep surat dan naskah dinas Sub Bagian Umum, 

Kepegawaian dan Keuangan sesuai disposisi dan 
petunjuk atasan untuk terarahnya penyelesaian tugas; 

f. melaksanakan penyiapan dan koordinasi 

penyelenggaraan urusan kepegawaian sesui dengan 
petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, 

penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah 
tangga serta dokumentasi sesuai dengan prosedur yang 
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berlaku agar tugas-tugas dapat berjalan dengan lancar; 

h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian 
berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, 
kesejahteraan pegawai ASN serta pengembangan karier 

pegawai ASN sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar pengelolaannya tepat waktu; 

i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, 

pengelolaan gaji, pembukuan dan penyusunan laporan 
keuangan sesuai prosedur yang berlaku agar tertib 

administrasi; 
j. menyiapkan administrasi perjalanan dinas Inspektur 

maupun staf Inspektorat Daerah sesuai dengan rencana 

kegiatan agar pengelolaannya dapat terkontrol melalui 
satu pintu dan tertib administrasi; 

k. melaksanakan urusan rumah tangga Inspektorat Daerah 

sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku 
untuk kelancaran urusan rumah tangga; 

l. melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur sesuai 
dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan pegawai; 

m. melaksanakan urusan administrasi barang milik 

pemerintah yang ada pada Inspektorat Daerah sesuai 
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk tertibnya 

administrasi barang; 
n. menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan upacara 

maupun rapat pimpinan sesuai rencana kegiatan untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
o. mengatur urusan administrasi dan kelengkapan        

surat-surat bagi pemakai kendaraan dinas dan aset 

lainnya sesuai dengan prosedur dan petunjuk pimpinan 
untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

p. menyusun semua kebutuhan sarana keprotokolan sesuai 
dengan persiapan acara dalam lingkungan dinas untuk 
mendukung kelancaran tugas; 

q. melaksanakan koordinasi perencanaan dengan bidang-
bidang terkait untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;   

r. melaksanakan pelaporan keuangan serta aset secara 
berkala sebagai bahan hasil pelaksanaan tugas; 

s. melaksanakan koordinasi pelaporan LHKPN dan LHKASN 

dengan lembaga terkait agar sasaran yang dicapai sesuai 
dengan yang diharapkan; 

t. menyiapkan penyusunan peraturan perundang-undangan 

di bidang pengawasan dan evaluasi peningkatan level 
internal audit capability model sesuai dengan petunjuk 

teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
u. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 

terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 
proses kelancaran tugas; 

v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 
maupunsecara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

(3) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan 

membawahi : 
a. Pengadministrasi Umum; 
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b. Penerima Surat; 

c. Pengarah Surat; 
d. Penata Usaha Arsip; 
e. Caraka; 

f. Petugas Protokol; 
g. Penyimpan Barang; 
h. Pengurus Barang; 

i. Pengadministrasi Perjalanan Dinas; 
j. Pengumpul dan Pengolah Data LHKPN dan LHKASN; 

k. Pramu Tamu; 
l. Pengemudi; 
m. Pengadministrasi Kepegawaian; 

n. Pengelola Mutasi Pegawai; 
o. Pengelola Pengembangan Pegawai; 
p. Bendahara Pengeluaran; 

q. Pengelola Gaji; 
r. Pembuat Daftar Gaji; 

s. Pengadministrasi Keuangan; 
t. Penyusunan Laporan Keuangan; 
u. Pengumpul dan Pengolah Data; 

v. Operator Komputer. 
 

Pengadministrasi Umum 
 

Pasal 24 

Pengadministrasi Umum mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 
a. menerima surat masuk dan keluar, mengagenda surat serta 

menyortir surat yang akan disimpan menurut jenisnya agar 
tertib pelaksanaan administrasi; 

b. mengklasifikasikan dan memberi kode pada surat masuk 
maupun surat keluar yang akan disimpan menurut nomor, 
bulan dan tahun untuk memudahkan dalam pelaksanaan 

tugas lebih lanjut; 
c. mengatur dan menyimpan surat keluar yang telah diberi 

kode kedalam order untuk memudahkan pencaharian 
apabila dibutuhkan; 

d. menyerahkan surat-surat yang sudah tidak aktif kepada 

petugas kearsipan untuk diarsipkan agar terawat dan 
tersimpan dengan baik; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 
jawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Penerima Surat 
 

Pasal 25 
Penerima surat mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. menerima dan memeriksa surat atau barang cetakan dari 
pos, caraka, perorangan atau instansi/unit kerja agar 
terhindar dari kesalahan; 

b. membubuhi tandatangan pada buku ekspedisi pengantar 
surat atau surat tanda terima berdasarkan kebenaran tujuan 
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surat atau barang cetakan agar dapat dijadikan bukti terima; 

c. membuka sampul, memeriksa isi surat guna mengetahui 
permasalahan kemudian dilampirkan blangko disposisi yang 
diajukan kepada pimpinan agar dapat mengetahui perihal 

surat; 
d. menyusun surat-surat dinas dengan mengelompokan 

menurut permasalahan, jenis dan sifatnya untuk 

memudahkan dalan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 
e. menghitung dan mencatat surat dan barang cetakan yang 

diterima berdasarkan asal dan nomor atau permasalahannya 
kemudian disampaikan kepada yang bersangkutan agar 
tertib pelaksanaan administrasi; 

f. menyiapkan dan menyerahkan surat dan barang cetakan 
bersama buku ekspedisi dan surat tanda terima pada 
pengadministrasian umum untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas; 
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengarah Surat  
 

Pasal 26 

Pengarah Surat mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 
a. menerima dan mempelajari isi konsep atau naskah yang 

dibuat oleh pengonsep surat sesuai petunjuk teknis guna 
mengetahui permasalahannya; 

b. memberi catatan atau pertimbangan dan mengubah bentuk 
naskah surat sesuai dengan tata naskah yang berlaku 
apabila ada surat yang dianggap salah agar tertib 

pelaksanaan administrasi; 
c. memeriksa kembali ketikan konsep surat atau naskah 

setelah diperbaiki oleh pengonsep surat atau naskah dengan 
membaca untuk mengetahui kebenarannya sebelum 
diajukan kepada pimpinan agar tertib pelaksanaan 

administrasi; 
d. menyusun surat-surat dinas dengan mengelompokan 

menurut permasalahan, jenis dan sifatnya agar tertib 

pelaksanaan administrasi; 
e. mengarahkan surat atau barang cetakan dengan cara 

menulis pada label surat, nomor, tanggal, pokok surat dan 
unit atau pejabat yang berwenang menerima atau 
menyelesaikan surat atau barang cetakan agar tertib 

pelaksanaan administrasi; 
f. menyiapkan dan menyerahkan surat dan barang cetakan 

bersama buku ekspedisi dan surat tanda terima pada caraka 
dengan mendistribusikan pada yang bersangkutan agar 
tertib pelaksanaan administrasi; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan 
baiksecara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan 
pertanggungjawaban; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
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Penata Usaha Arsip 
 

Pasal 27 

Penata Usaha Arsip mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 
a. mengklasifikasikan dan memberi kode pada surat masuk 

maupun surat keluar yang akan disimpan menurut nomor, 
bulan dan tahun agar tertib pelaksanaan administrasi; 

b. mengatur surat keluar yang telah diberi kode kedalam order 
untuk disimpan agar memudahkan proses lebih lanjut; 

c. menyusun surat-surat dinas lainnya dengan mencatat dalam 

buku arsip sesuai dengan pola klasifikasi dan jadwal retensi 
arsip serta menyusun menurut urutan nomor, kode agar 
memudahkan proses lebih lanjut; 

d. mengarsipkan surat-surat atau naskah dinas yang 
menggunakan kontak surat dan menyiapkan dalam rak arsip 

menurut nomor, klasifikasi arsip untuk memudahkan 
penemuan kembali apabila dibutuhkan; 

e. menerima surat masuk dari petugas pengadministrasi umum 

dan disimpan menurut jenisnya untuk tertibnya 
pelaksanaan tugas; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 
jawaban; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Caraka 
 

Pasal 28 
Petugas caraka mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. menerima dan memeriksa surat atau barang cetakan dari 
pimpinan kepada pejabat yang bersangkutan berdasarkan 

masalah dan tujuan untuk agar sesuai dengan 
peruntukannya; 

b. menerima dan memeriksa buku ekspedisi dan surat tanda 

terima serta menghitung jumlah surat yang diterima agar 
sesuai dengan jumlah yang tertera pada buku ekspedisi, 
membuat rencana perjalanan menuju arah yang akan dituju; 

c. menyusun dan memasukan surat dalam kantong surat 
berdasarkan tujuan surat agar memudahkan pengiriman; 

d. menyerahkan buku ekspedisi dan atau surat tanda terima 
kepada penerima surat untuk ditandatangani agar dapat 
dijadikan sebagai bukti penerimaan; 

e. menerima surat dan atau pesan titipan dari pejabat yang 
bersangkutan serta menyampaikan kepada pejabat yang 

berkepentingan sesuai dengan pesanan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

f. menerima dan menyerahkan kembali ekspedisi atau surat 

tanda terima ekspeditur sebagai bukti yang telah 
ditandatangani oleh penerima surat agar dapat dijadikan 
bukti penerimaan; 

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 
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jawaban; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Petugas Protokol 
 

Pasal 29 

Petugas Protokol mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. mengumpulkan bahan prorokol berdasarkan data dan 
petunjuk pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. melakukan koordinasi pelaksanaan acara/kegiatan  dengan 

penyelenggara atau instansi terkait agar pelaksanaan 
kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancer;  

c. mengatur tema upacara, tata cara pertemuan dan kegiatan 

lainnya yang sejenis berdasarkan ketentuan dan situasinya 
agar terlaksana dengan baik; 

d. menyusun dan mengatur kegiatan acara tamu berdasarkan 
ketentuan dan data yang ada agar terlaksana dengan baik; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 
jawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Penyimpan Barang 
 

Pasal 30 

Penyimpan Barang mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. menyiapkan peralatan/blangko laporan yang dibutuhkan 
seperti Surat Perintah Penerimaan/Pengeluaran Barang 
(SPPB) laporan triwulan dan tahunan sesuai petunjuk teknis 

agar tertib pelaksanaan administrasi; 
b. menerima dan memeriksa keadaan barang hasil  pengadaan 

atas dasar surat pesanan, surat perintah kerja dan surat 
kontrak agar sesuai dengan barang yang diadakan; 

c. mencatat setiap penerimaan barang, pengeluaran barang 

dan keadaan penyediaan barang kedalam buku/kartu 
barang menurut jenis agar tertib pelaksanaan administrasi; 

d. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan 

pengeluaran/penyerahan secara tertib dan teratur agar tertib 
pelaksanaan administrasi; 

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis sebagai bahan 
pertanggung jawaban; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengurus Barang 

 

Pasal 31 
Pengurus Barang mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. mengontrol kondisi barang (gedung, bangunan, peralatan 
kantor, dan perlengkapan kantor) yang baik maupun yang 
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rusak atau tidak dapat digunakan secara rutin agar dapat 

diketahui kondisi/keadaan barang; 
b. mencatat data kerusakan pada barang, peralatan kantor dan 

perlengkapan kantor sesuai data yang ada untuk bahan 

rencana perbaikan agar dapat diketahui jenis dan kondisi 
barang yang akan diperbaiki; 

c. melaporkan kepada atasan mengenai kerusakan barang 

(gedung, bangunan, peralatan kantor dan perlengkapan 
kantor) berdasarkan hasil pengontrolan yang dilakukan 

untuk diperbaiki agar dapat digunakan kembali; 
d. memperbaiki kerusakan ringan pada barang (gedung, 

bangunan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor) 

seperti meja, kursi, lemari dan lain-lain sesuai dengan 
prosedur agar peralatan dan perlengkapan kantor dapat 
digunakan kembali dengan baik; 

e. mengikuti pelaksanaan perbaikan barang (gedung, 
bangunan, peralatan kantor dan perlengkapan kantor) yang 

dilakukan pihak lain dengan mengamati langsung untuk 
mengetahui perkembangannya agar hasilnya lebih baik; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan  baik 

lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggung jawaban 
pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pengadministrasi Perjalanan Dinas 
 

Pasal 32 

Pengadministrasi Perjalanan Dinas mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan yang diperlukan sesuai petunjuk teknis 
untuk administrasi perjalanan dinas dan pelaksanaan 
kehumasan berjalan lancar; 

b. mengumpulkan dan meneliti setiap permintaan perjalanan 
dinas sesuai disposisi pimpinan agar dapat segera 

ditindaklanjuti; 
c. mengonsep Surat Perintah Tugas (SPT) dan membuat Surat 

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)  sesuai dengan disposisi 

atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung 

jawaban; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengumpul dan Pengolah Data  

LHKPN dan LHKASN 
 

Pasal 33 
Pengumpul dan Pengolah Data LHKPN dan LHKSN mempunyai 
uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. menerima dan mengumpulkan bahan dari responden 
berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. mengelompokkan bahasan sesuai prosedur dan ketentuan 
yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang 
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dibutuhkan; 

c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data 
yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku 
sebagai bahan penyusunan rencana kerja; 

d. menerima dan meneliti kebenaran data berdasarkan bahan 
yang masuk agar data yang ada sesuai dengan format isian 
yang diminta; 

e. mengolah dan menyajikan data sesuai jenis penyelenggaraan 
dan permasalahan yang akan ditindaklanjuti agar dapat 

disajikan  sesuai format isian yang diminta; 
f. menyiapkan konsep data sesuai prosedur dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun  secara  tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pramu Tamu 

 

Pasal 34 
Pramu tamu mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. menyiapkan buku tamu dan perlengkapan lainnya sesuai 
petunjuk teknis untuk tertibnya pelaksanaan administrasi; 

b. menanyakan maksud kedatangan tamu dan memberikan 

pelayanan dan informasi berdasarkan data dan ketentuan 
yang berlaku agar pelayanan tamu dapat terkendali; 

c. meminta, memeriksa serta meletakkan identitas tamu 

dengan memberikan kartu tanda pengenal sebagai syarat 
untuk dapat memasuki atau menemui orang yang akan 

ditemui; 
d. memberikan informasi kepada pejabat atau orang yang akan 

di temui tentang kedatangan tamu agar pelaksanaan 

tugasnya tidak terganggu; 
e. menyiapkan catatan tamu berdasarkan waktu dan tempat 

yang tersedia sebagai arsip agar tertib pelaksanaan 
administrasi; 

f. membuat laporan kegiatan sesuai dengan prosedur sebagai 

akuntabilitas pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengemudi 

 
Pasal 35 

Pengemudi mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. memeriksa kelengkapan kendaraan dengan mengecek rem, 
oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan 

udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik; 
b. memanaskan mesin kendaraan agar mengetahui kelainan 

yang terjadi pada mesin kendaraan; 

c. merawat kendaraan sesuai dengan prosedur yang berlaku 
agar kendaraan tetap dala kondisi yang baik dan terawat 
serta selalu dalam kondisi bersih; 

d. mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan 
ketentuan lalu lintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba 
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ditujuan dengan selamat; 

e. memperbaiki kerusakan kecil agar kendaraan dapat 
beroperasional secara layak; 

f. mengemudikan mobil sesuai surat tugas dan perintah 

atasan, pejabat/ petugas yang menjalankan tugas dinas luar 
daerah agar tertib administrasi; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pengadministrasi Kepegawaian 
 

Pasal 36 

Pengadministrasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. mempersiapkan bahan dan data kepegawaian sesuai dengan 
petunjuk teknis agar memudahkan pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bentuk 

daftar nominatif, usul permintaan pensiun, daftar urut 
kepangkatan dan tanda penghargaan agar dapat 

dilaksanakan tepat waktu; 
c. mempersiapkan absensi apel pagi dan apel sore dengan 

mencatat jumlah pegawai yang hadir serta absensi ruangan 

agar administrasi dapat terlakasana dengan baik; 
d. menyusun dan mengarsipkan surat masuk dan keluar 

dibidang kepegawaian dengan menggunakan kotak surat dan 

menyiapkan rak arsip menurut urutan, nomor kode dan 
klasifikasinya untuk memudahkan penemuan kembali 

apabila dibutuhkan; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengelola Mutasi Pegawai 

 
Pasal 37 

Pengelola Mutasi Pegawai mempunyai uraian tugas jabatan 

sebagai berikut :  
a. mengumpulkan data kenaikan gaji berkala, kenaikan 

pangkat/penyesuaian ijazah, usul pindah sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. mengonsep usul surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, 

usul kenaikan pangkat/penyesuaian ijazah, cuti 
berdasarkan bukti sah yang diperlukan agar sesuai dengan 

kebutuhan dan peruntukannya; 
c. mengonsep usul pengangkatan/pemberhentian jabatan 

sesuai data yang ada untuk diproses lebih lanjut; 

d. mencatat surat yang berkaitan dengan gaji berkala kenaikan 
pangkat/penyesuaian ijazah, mutasi dan sebagainya yang 
telah ditanda tangani pimpinan untuk didistribusikan 

kepada yang berkepentingan; 
e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai 



- 24 - 

 
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

penyusunan program berikutnya; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Pengembangan Pegawai 

 

Pasal 38 
Pengelola Pengembangan Pegawai mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut : 
a. mengumpulkan bahan/data penyusunan rencana program 

kegiatan pengembangan pegawai dalam lingkup Inspektorat 

Daerah sesuai dengan petunjuk teknis untuk kelancaran 
pelaksanaan tugas; 

b. mempersiapkan bahan penyusunan formasi kepegawaian 

dan uraian tugas jabatan sesuai kebutuhan untuk 
dipedomani dalam melaksanakan tugas; 

c. mempersiapkan pembenahan mental dan disiplin pegawai 
serta mengurus kesejahteraan pegawai sesuai dengan 
prosedur dan ketentuan yang berlaku agar dalam 

pelaksanaan tugas tidak mengalami kendala; 
d. melaksanakan administrasi kebutuhan pendidikan dan 

pelatihan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dalam 
rangka meningkatkan karir pegawai serta prestasi kerja; 

e. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
penyusunan program berikutnya; 

f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Bendahara Pengeluaran 
 

Pasal 39 

Bendahara Pengeluaran mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. membuat surat perintah pembayaran sesuai DPA dan SPD 
kebutuhan pertriwulan agar tertib pelaksanaan administrasi; 

b. menerima SPMU berdasarkan SPP yang disahkan oleh 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk 
diuangkan pada Bank Sultra; 

c. menyimpan uang pada Bank Sultra melalui rekening 

bendaharawan dan brand kas untuk menghindari 
kehilangan uang; 

d. membayar uang sesuai permintaan dalam kwitansi yang 
telah disetujui oleh atasan langsung dengan meneliti 
administrasi agar tidak terjadi salah pembayaran; 

e. menghitung jumlah uang yang telah diterima yang 
dikeluarkan dan mencatat dalam buku kas umum dan buku 

kas pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk 
bahan pengadministrasian; 

f. memungut pajak dan menyetor pajak pada rekening kas 

negara sesuai ketentuan yang berlaku agar tepat waktu 
dalam pemungutan dan penyetoran; 

g. membuat SPJ sesuai realisasi uang yang telah diterima dan 

yang dikeluarkan setiap bulan sesuai petunjuk dan 
peraturan yang berlaku agar tertib pelaksanaan 
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administrasi; 

h. menyimpan dan menata dokumen keuangan sesuai 
klasifikasinya dan nomor kode untuk memudahkan 
penemuan kembali apabila dibutuhkan; 

i. membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan 
keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran 
sebagai bahan pertanggungjawaban; 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengelola Gaji 

 

Pasal 40 
Pengelola Gaji mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut: 
a. memeriksa daftar gaji pegawai sesuai data yang disampaikan 

oleh pembuat daftar gaji untuk menghindari kesalahan 
pembayaran gaji; 

b. mengajukan SPP gaji pegawai Inspektorat Daerah kepada 
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan 
melampirkan daftar gaji untuk diterbitkan SPMnya; 

c. mengajukan SPMU kepada Bank Sultra untuk mendapatkan 
cek; 

d. mengambil uang pada Bank Sultra dengan menggunakan 
cek untuk membayar gaji pegawai; 

e. membayar gaji pegawai perbulan dengan teliti sesuai dengan 

nilai yang ada pada daftar gaji yang telah ditandatangani 
yang bersangkutan untuk menghindari kesalahan 
pembayaran; 

f. mempertanggungjawabkan pembayaran gaji kepada Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai data 

pembayaran gaji melalui bendahara pengeluaran agar tertib 
pengelolaan administrasi; 

g. mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 
penyusunan program berikutnya; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pembuat Daftar Gaji 
 

Pasal 41 

Pembuat Daftar Gaji mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. menghimpun nama pegawai yang akan dimasukan dalam 
daftar gaji sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 
berlaku agar tidak terjadi kesalahan pembayaran; 

b. menyusun nama-nama yang akan dimasukan dalam daftar 
gaji pegawai berdasarkan surat keterangan untuk 

mendapatkan tunjangan keluarga; 
c. mencatat daftar gaji yang telah sesuai realisasi 

pembayarannya untuk memudahkan pengecekan oleh 

atasan; 
d. meneliti nama penerima gaji berdasarkan surat keputusan 

yang disampaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam 

penulisan; 
e. membuat SPP gaji berdasarkan daftar pegawai yang dibuat 
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dan diajukan kepada bendahara untuk diproses lebih lanjut; 

f. memberi pelayanan administratif kepada pegawai yang 
membutuhkan perincian daftar gaji sesuai dengan 
kebutuhannya untuk ditandatangani oleh atasan; 

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas  kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengadministrasi Keuangan 

 

Pasal 42 
Pengadministrasi Keuangan  mempunyai uraian tugas jabatan 
sebagai berikut : 

a. menyiapkan buku/bukti penerimaan dan pengeluaran uang 
dengan membuat kolom menurut kebutuhan masing-masing 

dan menulis maksud tiap-tiap kolom untuk memudahkan 
pengecekan; 

b. mengagenda surat bukti penerimaan dan pengeluaran 

dengan mencatat kedalam buku agenda dengan menulis 
nomor, tanggal penerimaan dan pengeluaran uang agar 

tertib pengelolaan administrasi; 
c. mencatat secara sistimatis data pembukuan keuangan agar 

tertib pengelolaan administrasi; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Penyusun Laporan Keuangan 

 

Pasal 43 
Penyusunan Laporan Keuangan  mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data dan informasi keuangan berdasarkan 

pelaksanaan tugas pengawasan untuk bahan pengolahan 

data laporan   keuangan; 
b. menyusun laporan realisasi keuangan menurut 

klasifikasinya masing-masing untuk memudahkan dan 

tertibnya penyusunan laporan; 
c. menyampaikan hasil penyusunan laporan keuangan dalam 

bentuk naskah, grafik, statistik, tabel, maupun gambar 
sesuai dengan kebutuhan agar lebih mudah di telaah; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pengumpul dan Pengolah Data 
 

Pasal   44    

Pengumpul dan Pengolah Data mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 
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a. memeriksa data sesuai dengan prosedur dan bahan dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan 
jenis dan berkasnya; 

b. mengumpul dan mengolah data sesuai dengan prosedur 

yang berlaku untuk menghasilkan informasi yang akurat; 
c. menyajikan data dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai 

bahan untuk proses lebih lanjut; 

d. mencatat perkembangan dan permasalahan data secara 
periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 

untuk mengetahui langkah pemecahannya;  
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun  secara  tertulis untuk bahan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Operator Komputer  

 
Pasal   45 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut : 
a. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 
b. mengetik konsep surat, memo dinas, proposal, slide, tabulasi 

(kolom) sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk 

memperoleh hasil yang dikehendaki; 
c. memperbaiki hasil pengetikan yang salah dengan cara 

melakukan pembetulan pengetikan guna memperoleh hasil 

ketikan yang baik dan benar; 
d. mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
e. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Bagian Ketiga 
Uraian Tugas Jabatan 

Inspektur Pembantu I 
 

Pasal 46 

(1) Tugas Inspektur Pembantu I adalah melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 

daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Inspektur Pembantu I mempunyai uraian tugas 

jabatan sebagai berikut : 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para Staf 

dengan mendisposisi sesuai tugasnya agar tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. menilai pelaksanaan tugas para staf yang diberikan 
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sesuai dengan tugas yang diberikan agar dapat diketahui 

kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas 
dengan menyarankan upaya pemecahannya; 

c. mengatur pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 

dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang baik, 
serasi dan saling mendukung dalam menjalankan tugas; 

d. mengusulkan program kerja pengawasan tahunan sesuai 

pedoman pelaksanaan pengawasan agar lebih terarah; 
e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan 

pihak terkait agar tidak saling tumpang tindih; 
f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan petunjuk 

teknis agar lebih baik; 
g. mengkoordinasikan pelaksanaan reviu laporan keuangan 

pemerintah daerah dengan lembaga terkait untuk 

terarahnya pelaksanaan kegiatan; 
h. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan sistem 

pengendalian intern pemerintah sesuai dengan prosedur 
dan ketentuan yang berlaku agar lebih baik; 

i. mengkoordinasikan pengawasan dan pengelolaan dana 

desa sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 
agar lebih baik dan transparan; 

j. melakukan asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan 
Inspektur Pembantu I melalui rapat koordinasi agar 
sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan; 

k. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan menilai 
pelaksanaanya sesuai dengan uraian tugas untuk bahan 
tindaklanjut; 

l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 
tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 

terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 
proses kelancaran tugas; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 

maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

(3) Inspektur Pembantu I membawahi : 

a. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah; 

b. Fungsional Auditor; 

c. Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan; 
d. Operator Komputer. 

 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah  

 
Pasal 47 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan meliputi pembinaan dan pelaksanaan atas 
urusan pemerintahan sesuai dengan petunjuk agar sasaran 
yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;  

b. melaksanakan pengawasan atas peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah meliputi pengawasan atas 
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rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan 

kepala daerah serta pengawasan atas peraturan daerah dan 
peraturan kepala daerah sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan; 
c. melaksanakan pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan meliputi pengawasan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan provinsi dan pengawasan tugas pembantuan 
kabupaten/kota dan desa sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 
dengan yang diharapkan; 

d. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi 

pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah dan 
pengawasan atas pengaduan masyarakat sesuai petunjuk 
teknis agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan;  
e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan, evaluasi kemampuan penyelenggaraan 
otonomi daerah, evaluasi daerah otonom baru, evaluasi 

pemerintahan kecamatan dan desa serta evaluasi laporan 
akuntabilitas berdasarkan data dan hasil pengawasan yang 

dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 
keputusan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Fungsional Auditor  
 

Pasal 48 

Fungsional Auditor mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas lebih mudah dan terarah; 
b. melakukan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti 

konsultasi, sosialisasi, asistensi sesuai dengan petunjuk 
teknis untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

efisiensi dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan 
proses tata kelola unit kerja yang diawasi; 

c. menyusun perencanaan pelaksanaan audit yang ditugaskan 

atasan sesuai petunjuk atasan untuk terarahnya 
pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan langkah kerja audit operasional yang 
ditugaskan atasan sesuai dengan perencanaan dalam rangka 
memudahkan pelaksanaan tugas; 

e. menyiapkan tim audit  dengan dikonsultasikan pada 
pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep surat perintah tugas dengan diajukan 

kepada pimpinan untuk diproses lebih lanjut; 
g. menyiapkan blanko/format kertas kerja audit yang 
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ditugaskan pimpinan sesuai petunjuk teknis untuk 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
h. menyusun kertas kerja audit pendahuluan dan menyusun 

kertas kerja audit rinci sesuai dengan blanko/format yang 

telah disiapkan dalam rangka memudahkan pelaksanaan 
tugas; 

i. merumuskan temuan hasil audit dalam kertas kerja audit 

untuk diproses lebih lanjut; 
j. menyusun naskah hasil audit operasional dengan 

dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan; 

k. melakukan expose temuan hasil audit sesuai dengan 

prosedur dalam rangka permintaan tanggapan tertulis dari 
audit; 

l. menyusun konsep laporan hasil audit dengan 

dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan; 

m. melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil 
audit sesuai data hasil di lapangan selanjutnya dilaporkan 
kepada atasan; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan  

 

Pasal 49 
Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data perangkat daerah berdasarkan 

pelaksanaan tugas dengan mencatat secara sistematis agar 

memudahkan pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan 
pemeriksaan/pengawasan; 

b. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan 
data masing-masing perangkat daerah sesuai dengan data 
yang telah dikumpulkan untuk memudahkan dan tertibnya 

pengawasan; 
c. menyiapkan data hasil pemeriksaan dalam bentuk naskah, 

grafik, statistik, maupun gambar sesuai kebutuhan agar 

lebih mudah menelaah; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 
pertanggungjawaban; 

e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Operator Komputer 
 

Pasal 50 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 
a. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 
b. mengetik konsep surat, memo dinas, proposal, slide, tabulasi 
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(kolom) sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk 

memperoleh hasil yang dikehendaki; 
c. memperbaiki hasil pengetikan yang salah dengan cara 

melakukan pembetulan pengetikan guna memperoleh hasil 

ketikan yang baik dan benar; 
d. mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

e. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur 
yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Bagian Keempat 
Uraian Tugas Jabatan 
Inspektur Pembantu II 

 
Pasal 51 

(1) Tugas Inspektur Pembantu II adalah melaksanakan 
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Inspektur Pembantu II mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para staf 
dengan mendisposisi sesuai tugasnya agar tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 
b. menilai pelaksanaan tugas para staf yang di berikan 

sesuai dengan tugas yang diberikan agar dapat diketahui 

kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas 
dengan menyarankan upaya pemecahannya; 

c. mengatur pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 
dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang baik, 
serasi dan saling mendukung dalam menjalankan tugas; 

d. mengusulkan program kerja pengawasan tahunan sebagai 
pedoman pelaksanaan pengawasan agar lebih terarah; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan 

pihak terkait agar tidak saling tumpang tindih; 
f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah sesuai petunjuk teknis agar 
lebih baik; 

g. mengkoordinasikan pelaksanaan reviu RKASKPD lingkup 

pemerintah provinsi sesuai petunjuk teknis agar dapat 
dilaksanakan dengan baik; 

h. mengkoordinasikan pelaksanaan reviu rencana kerja, 
renstra dan rencana pembangunan jangka menengah 
daerah sesuai petunjuk teknis agar dapat dilaksanakan 

dengan baik; 
i. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pihak 

terkait agar dapat dilaksanakan dengan baik; 
j. melakukan asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan 
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Inspektur Pembantu II melalui rapat koordinasi agar lebih 

baik; 
k. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan menilai 

pelaksanaanya sesuai dengan uraian tugas untuk bahan 

lebih lanjut; 
l. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 

tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 

terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 
proses kelancaran tugas; 

m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 
maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

(3) Inspektur Pembantu II membawahi : 

a. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah; 

b. Fungsional Auditor; 
c. Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan; 
d. Operator Komputer. 

 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah  
 

Pasal 52 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan meliputi pembinaan dan pelaksanaan atas 
urusan pemerintahan sesuai dengan petunjuk agar sasaran 

yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;  
b. melaksanakan pengawasan atas peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah meliputi pengawasan atas 

rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan 
kepala daerah serta pengawasan atas peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 
dengan yang diharapkan; 

c. melaksanakan pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan meliputi pengawasan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan provinsi dan pengawasan tugas pembantuan 

kabupaten/kota dan desa sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan; 
d. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi 

pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah dan 

pengawasan atas pengaduan masyarakat sesuai petunjuk 
teknis agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan;  
e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan, evaluasi kemampuan penyelenggaraan 
otonomi daerah, evaluasi daerah otonom baru, evaluasi 
pemerintahan kecamatan dan desa serta evaluasi laporan 

akuntabilitas berdasarkan data dan hasil pengawasan yang 
dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 
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keputusan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Fungsional Auditor  
 

Pasal 53 
Fungsional Auditor mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas lebih mudah dan terarah; 
b. melakukan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti 
konsultasi, sosialisasi, asistensi sesuai dengan petunjuk 
teknis untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 

efisiensi dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan 
proses tata kelola unit kerja yang diawasi; 

c. menyusun perencanaan pelaksanaan audit yang ditugaskan 
atasan sesuai petunjuk atasan untuk terarahnya 
pelaksanaan tugas; 

d. merumuskan langkah kerja audit operasional yang 
ditugaskan atasan sesuai dengan perencanaan dalam rangka 
memudahkan pelaksanaan tugas; 

e. menyiapkan tim audit  dengan dikonsultasikan pada 
pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep surat perintah tugas dengan diajukan 
kepada pimpinan untuk diproses lebih lanjut; 

g. menyiapkan blanko/format kertas kerja audit yang 

ditugaskan pimpinan sesuai petunjuk teknis untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menyusun kertas kerja audit pendahuluan dan menyusun 
kertas kerja audit rinci sesuai dengan blanko/format yang 
telah disiapkan dalam rangka memudahkan pelaksanaan 

tugas; 
i. merumuskan temuan hasil audit dalam kertas kerja audit 

untuk diproses lebih lanjut; 

j. menyusun naskah hasil audit operasional dengan 
dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 

sasaran sesuai yang diharapkan; 
k. melakukan expose temuan hasil audit sesuai dengan 

prosedur dalam rangka permintaan tanggapan tertulis dari 

audit; 
l. menyusun konsep laporan hasil audit dengan 

dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan; 

m. melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil 

audit sesuai data hasil di lapangan selanjutnya dilaporkan 
kepada atasan; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
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o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 

Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan  
 

Pasal 54 

Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan mempunyai uraian 
tugas jabatan sebagai berikut : 

a. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis yang erat 
kaitannya dengan bahan pengumpulan dan pengolah data 
pengawasan sebagai dasar pelaksanaan tugas; 

b. mengumpulkan data perangkat daerah berdasarkan 
pelaksanaan tugas dengan mencatat secara sistematis agar 
memudahkan pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan 

pemeriksaan/pengawasan; 
c. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan 

data masing-masing perangkat daerah sesuai dengan data 
yang telah dikumpulkan untuk memudahkan dan tertibnya 
pengawasan; 

d. menyiapkan data hasil pemeriksaan dalam bentuk naskah, 
grafik, statistik, maupun gambar sesuai kebutuhan agar 

lebih mudah menelaah; 
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 

yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 
f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Operator Komputer 

 
Pasal 55 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut : 
a. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 
b. mengetik konsep surat, memo dinas, proposal, slide, tabulasi 

(kolom) sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk 

memperoleh hasil yang dikehendaki; 
c. memperbaiki hasil pengetikan yang salah dengan cara 

melakukan pembetulan pengetikan guna memperoleh hasil 

ketikan yang baik dan benar; 
d. mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 
e. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
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Bagian Kelima 
Uraian Tugas Jabatan 

Inspektur Pembantu III 

 
Pasal 56 

(1) Tugas Inspektur Pembantu III adalah melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan 
daerah; 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 

a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para staf 
dengan mendisposisi sesuai tugasnya agar tidak terjadi 
tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. menilai pelaksanaan tugas para staf yang di berikan 
sesuai dengan tugas yang diberikan agar dapat diketahui 

kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas 
dengan menyarankan upaya pemecahannya; 

c. mengatur pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 

dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang baik, 
serasi dan saling mendukung dalam menjalankan tugas; 

d. mengusulkan program kerja pengawasan tahunan sebagai 
pedoman pelaksanaan pengawasan agar lebih terarah; 

e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dengan 

pihak terkait agar tidak saling tumpang tindih; 
f. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah sesuai dengan petunjuk 

teknis agar lebih baik; 
g. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi laporan 

penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pihak terkait 
agar lebih baik; 

h. melakukan asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan 

Inspektur Pembantu III melalui rapat koordinasi agar 
sasaran yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan; 

i. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan menilai 
pelaksanaanya berdasarkan uraian tugas untuk bahan 
lebih lanjut; 

j. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 
tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 
terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 

proses kelancaran tugas; 
k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 

maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
(3) Inspektur Pembantu III membawahi : 

a. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah; 

b. Fungsional Auditor; 

c. Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan; 
d. Operator Komputer. 
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Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah  

 

Pasal 57 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 
Daerah mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan 
pemerintahan meliputi pembinaan dan pelaksanaan atas 

urusan pemerintahan sesuai dengan petunjuk agar sasaran 
yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;  

b. melaksanakan pengawasan atas peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah meliputi pengawasan atas 
rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan 
kepala daerah serta pengawasan atas peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan; 
c. melaksanakan pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan meliputi pengawasan dekonsentrasi dan tugas 

pembantuan provinsi dan pengawasan tugas pembantuan 
kabupaten/kota dan desa sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 
dengan yang diharapkan; 

d. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi 

pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah dan 
pengawasan atas pengaduan masyarakat sesuai petunjuk 
teknis agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan;  
e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan 
pemerintahan, evaluasi kemampuan penyelenggaraan 
otonomi daerah, evaluasi daerah otonom baru, evaluasi 

pemerintahan kecamatan dan desa serta evaluasi laporan 
akuntabilitas berdasarkan data dan hasil pengawasan yang 

dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 
keputusan; 

f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Fungsional Auditor  
 

Pasal 58 

Fungsional Auditor mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 

a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pelaksanaan tugas lebih mudah dan terarah; 
b. melakukan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, 

pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti 

konsultasi, sosialisasi, asistensi sesuai dengan petunjuk 
teknis untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 
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efisiensi dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan 

proses tata kelola unit kerja yang diawasi; 
c. menyusun perencanaan pelaksanaan audit yang ditugaskan 

atasan sesuai petunjuk atasan untuk terarahnya 

pelaksanaan tugas; 
d. merumuskan langkah kerja audit operasional yang 

ditugaskan atasan sesuai dengan perencanaan dalam rangka 

memudahkan pelaksanaan tugas; 
e. menyiapkan tim audit  dengan dikonsultasikan pada 

pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
f. menyiapkan konsep surat perintah tugas dengan diajukan 

kepada pimpinan untuk diproses lebih lanjut; 

g. menyiapkan blanko/format kertas kerja audit yang 
ditugaskan pimpinan sesuai petunjuk teknis untuk 
kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menyusun kertas kerja audit pendahuluan dan menyusun 
kertas kerja audit rinci sesuai dengan blanko/format yang 

telah disiapkan dalam rangka memudahkan pelaksanaan 
tugas; 

i. merumuskan temuan hasil audit dalam kertas kerja audit 

untuk diproses lebih lanjut; 
j. menyusun naskah hasil audit operasional dengan 

dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan; 

k. melakukan expose temuan hasil audit sesuai dengan 

prosedur dalam rangka permintaan tanggapan tertulis dari 
audit; 

l. menyusun konsep laporan hasil audit dengan 

dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 
sasaran sesuai yang diharapkan; 

m. melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil 
audit sesuai data hasil di lapangan selanjutnya dilaporkan 
kepada atasan; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan  

 

Pasal 59 
Pengumpul dan Pengolah Data Pengawasan mempunyai uraian 

tugas jabatan sebagai berikut : 
a. mengumpulkan data perangkat daerah berdasarkan 

pelaksanaan tugas dengan mencatat secara sistematis agar 

memudahkan pelaksanaan tugas dalam rangka kegiatan 
pemeriksaan/pengawasan; 

b. menyusun laporan realisasi pengumpulan dan pengolahan 
data masing-masing perangkat daerah sesuai dengan data 
yang telah dikumpulkan untuk memudahkan dan tertibnya 

pengawasan; 
c. menyiapkan data hasil pemeriksaan dalam bentuk naskah, 

grafik, statistik maupun gambar sesuai kebutuhan agar lebih 

mudah menelaah; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
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yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Operator Komputer 

 

Pasal 60 
Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut : 
a. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 

b. mengetik konsep surat, memo dinas, proposal, slide, tabulasi 
(kolom) sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk 
memperoleh hasil yang dikehendaki; 

c. memperbaiki hasil pengetikan yang salah dengan cara 
melakukan pembetulan pengetikan guna memperoleh hasil 

ketikan yang baik dan benar; 
d. mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

e. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur 
yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;  

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Bagian Keenam 
Uraian Tugas Jabatan 

Inspektur Pembantu Khusus 

 
Pasal 61 

(1) Tugas Inspektur Pembantu Khusus adalah melaksanakan 
tugas pemeriksaan,  pengusutan dan pengujian terhadap 
kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis 

atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai uraian 

tugas sebagai    berikut : 
a. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para staf 

dengan mendisposisi sesuai tugasnya agar tidak terjadi 
tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; 

b. menilai pelaksanaan tugas para staf yang di berikan 

sesuai dengan tugas yang diberikan agar dapat diketahui 
kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas 

dengan menyarankan upaya pemecahannya; 
c. mengatur pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan 

dan petunjuk atasan agar terjalin kerjasama yang baik, 

serasi dan saling mendukung dalam menjalankan tugas; 
d. mengusulkan program kerja pengawasan tahunan 

sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan agar lebih 

terarah;  
e. mengkoordinasikan pelaksanaan penanganan kasus dan 
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pengaduan dengan pihak terkait agar dapat dilaksanakan 

dengan baik; 
f. melakukan supervisi atas pelaksanaan 

penelitian/klarifikasi/investigasi/pemeriksaan kasus dan 

pengaduan sesuai petunjuk teknis dalam rangka kendali 
teknis atau kendali mutu pelaksanaan audit untuk bahan 
lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang lebih baik; 

g. mengarahkan pelaksanaan penelitian/ 
klarifikasi/investigasi/pemeriksaan yang berindikasi 

tindak pidana korupsi sesuai petunjuk teknis untuk 
bahan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang lebih 
baik; 

h. melakukan reviu kertas kerja dan laporan hasil 
penelitian/klarifikasi/ investigasi/ pemeriksaan khusus 
ketua tim pemeriksaan kasus atau pengaduan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 
bahan lebih lanjut agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik ; 
i. melakukan pendampingan/pemberian keterangan ahli 

dalam proses penyelidikan/peradilan kasus-kasus hasil 

pengawasan dengan memberikan keterangan/ kesaksian 
ahli untuk proses lebih lanjut; 

j. membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan menilai 
pelaksanaanya berdasarkan uraian tugas untuk bahan 
lebih lanjut; 

k. memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda 
tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf 
terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar untuk 

proses kelancaran tugas; 
l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan 

maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 

oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
(3) Inspektur Pembantu Khusus membawahi : 

a. Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah; 

b. Fungsional Auditor; 

c. Pengumpul dan Pengolah Data Kasus dan Pengaduan; 
d. Penelaah Data Kasus dan Pengaduan; 
e. Penata dan Pengarsipan Dokumen Kasus dan Pengaduan; 

f. Operator komputer. 
 

Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan di Daerah  

 

Pasal 62 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di 

Daerah mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan meliputi pembinaan dan pelaksanaan atas 

urusan pemerintahan sesuai dengan petunjuk agar sasaran 
yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan;  

b. melaksanakan pengawasan atas peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah meliputi pengawasan atas 
rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan 
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kepala daerah serta pengawasan atas peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 
dengan yang diharapkan; 

c. melaksanakan pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan meliputi pengawasan dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan provinsi dan pengawasan tugas pembantuan 

kabupaten/kota dan desa sesuai dengan prosedur dan 
ketentuan yang berlaku agar sasaran yang dicapai sesuai 

dengan yang diharapkan; 
d. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu meliputi 

pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah dan 

pengawasan atas pengaduan masyarakat sesuai petunjuk 
teknis agar sasaran yang dicapai sesuai dengan yang 
diharapkan;  

e. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
daerah meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan, evaluasi kemampuan penyelenggaraan 
otonomi daerah, evaluasi daerah otonom baru, evaluasi 
pemerintahan kecamatan dan desa serta evaluasi laporan 

akuntabilitas berdasarkan data dan hasil pengawasan yang 
dilakukan agar dapat digunakan sebagai bahan pengambilan 

keputusan; 
f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Fungsional Auditor  

 
Pasal 63 

Fungsional Auditor mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 

berikut : 
a. melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan 
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 
pelaksanaan tugas lebih mudah dan terarah; 

b. melakukan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti 
konsultasi, sosialisasi, asistensi sesuai dengan petunjuk 

teknis untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 
efisiensi dan efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan 

proses tata kelola unit kerja yang diawasi; 
c. menyusun perencanaan pelaksanaan audit yang ditugaskan 

atasan sesuai petunjuk atasan untuk terarahnya 

pelaksanaan tugas; 
d. merumuskan langkah kerja audit operasional yang 

ditugaskan atasan sesuai dengan perencanaan dalam rangka 
memudahkan pelaksanaan tugas; 

e. menyiapkan tim audit  dengan dikonsultasikan pada 

pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 
f. menyiapkan konsep surat perintah tugas dengan diajukan 

kepada pimpinan untuk diproses lebih lanjut; 

g. menyiapkan blanko/format kertas kerja audit yang 
ditugaskan pimpinan sesuai petunjuk teknis untuk 
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kelancaran pelaksanaan tugas; 

h. menyusun kertas kerja audit pendahuluan dan menyusun 
kertas kerja audit rinci sesuai dengan blanko/format yang 
telah disiapkan dalam rangka memudahkan pelaksanaan 

tugas; 
i. merumuskan temuan hasil audit dalam kertas kerja audit 

untuk diproses lebih lanjut; 

j. menyusun naskah hasil audit operasional dengan 
dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 

sasaran sesuai yang diharapkan; 
k. melakukan expose temuan hasil audit sesuai dengan 

prosedur dalam rangka permintaan tanggapan tertulis dari 

audit; 
l. menyusun konsep laporan hasil audit dengan 

dikonsultasikan kepada pimpinan untuk tercapainya 

sasaran sesuai yang diharapkan; 
m. melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil 

audit sesuai data hasil di lapangan selanjutnya dilaporkan 
kepada atasan; 

n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 
pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Pengumpul dan Pengolah Data Kasus dan Pengaduan 
 

Pasal 64 

Pengumpul dan Pengolah Data Kasus dan Pengaduan  
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 

a. mengumpulkan data atau dokumen kasus dan pengaduan 
yang masuk baik yang ditujukan untuk Inspektorat Daerah 
Provinsi Sulawesi Tenggara maupun yang merupakan 

pelimpahan dari Sekretariat Negara, Kementerian 
Penertiban, Aparatur Negara, Irjen Kementerian Dalam 

Negeri atau Irjen Kementerian terkait, BKN serta Gubernur 
Sulawesi Tenggara sesuai dengan petunjuk teknis agar data 
tersebut dapat digunakan sebagai bahan tindaklanjut; 

b. menyusun laporan jumlah kasus dan pengaduan yang 
masuk serta realisasi tindak lanjut penanganannya sesuai 
dengan data atau dokumen agar terdokumentasi dengan 

baik; 
c. menyiapkan data/dokumen kasus dan pengaduan sesuai 

petunjuk teknis untuk bahan telaahan dalam rangka 
persiapan penelitian, klarifikasi, pemeriksaan dan investigasi 
agar dapat digunakan sebagai bahan tindaklanjut; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur 
yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan 

pertanggungjawaban; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
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Penelaah Kasus dan Pengaduan 
 

Pasal 65 

Penelaah Kasus dan Pengaduan  mempunyai uraian tugas 
jabatan sebagai berikut : 
a. melakukan pengkajian dan analisa dalam rangka 

pelimpahan kasus dan pengaduan berdasarkan kode jenis 
permasalahannya untuk bahan lebihlanjut; 

b. membuat rumusan inti permasalahan kasus dan pengaduan 
yang masuk pada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 
Tenggara berdasarkan pengkajian dan analisa yang telah 

dilakukan agar mempermudah proses penyelesaiannya; 
c. membuat telaahan staf dengan menghubungkan materi 

kasus dengan pengaduan untuk bahan lebihlanjut; 

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 
secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 

 
Penata dan Pengarsipan Dokumen Kasus  

dan Pengaduan 
 

Pasal 66 

Penata dan Pengarsipan Dokumen Kasus dan Pengaduan 
mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut : 
a. melakukan inventarisasi data/dokumen kasus dan 

pengaduan berdasarkan pengelompokan, kode dan 
permasalahannya untuk bahan lebihlanjut; 

b. melakukan penataan dokumen/surat pengaduan, surat 
pelimpahan dari Sekretariat Negara, Kementerian PAN, 
Inspektorat Jenderal, BKN dan Gubernur Sulawesi Tenggara 

sesuai dengan petunjuk teknis agar tertib pelaksanaan  
adminstrasi; 

c. melakukan pengarsipan dokumen kasus/pengaduan, 
pemeriksaan/investigasi sesuai dengan data urutannya 
untuk mempermudah dan mempercepat pencarian kembali 

dokumen apabila diperlukan; 
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 

pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; 
e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

Operator Komputer 

 
Pasal 67 

Operator Komputer mempunyai uraian tugas jabatan sebagai 
berikut : 
a. mengendalikan persiapan peralatan komputer sesuai 

prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan lancar; 
b. mengetik konsep surat, memo dinas, proposal, slide, tabulasi 

(kolom) sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk 

memperoleh hasil yang dikehendaki; 
c. memperbaiki hasil pengetikan yang salah dengan cara 
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melakukan pembetulan pengetikan guna memperoleh hasil 

ketikan yang baik dan benar; 
d. mengecek peralatan komputer yang rusak sesuai prosedur 

yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

e. mengatur pemeliharaan peralatan komputer sesuai prosedur 
yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar; 

f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan 

prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi;  
g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik 

secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan 
pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;  

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh 

pimpinan baik secara tertulis maupun lisan. 
 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP  
 

Pasal 68 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 118 Tahun 2013 

tentang Uraian tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara dan ketentuan lain yang 

bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

 

Pasal 69 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 
 

 

Ditetapkan    di     Kendari 
Pada tanggal 26 Juni 2018 

  
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

 

TTD 
 
 

TEGUH SETYABUDI 
  

Diundangkan  di  Kendari 
Pada tanggal 26 Juni 2018 
 

      Pj. SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

 
TTD 

 

 
            ISMA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 21 :   
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